BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan oleh
penulis  bahwa Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak yang berkonflik
dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas |
Kupang selama masa Pandemi Covid-19, berkaitan dengan Hak Pendidikan,
Kurikulum yang berlaku pada saat ini yaitu kurikulum K13 serta Tenaga
pengajar sudah terpenuhi. Namun tidak optimal karena salah satu sarana
penunjang pendidikan yaitu komputer tidak sebanding dengan jumlah Anak

yang berkonflik dengan Hukum selama masa pandemi covid-19.

5.2 Saran

Untuk Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak yang berkonflik
dengan Hukum di Lembaga Pembinaan khusus Anak Klas | Kupang
selama masa pandemi covid-19, Penulis berharap agar Pemerintah Daerah
melalui Dinas Pendidikan dapat mempersiapkan dan memperhatikan
Sarana Penunjang Pendidikan yang lebih lengkap, agar apabila
dihadapkan dengan bencana seperti ini proses pembelajaran secara daring

(online) tidak terganggu dan dapat berjalan dengan baik.
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